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Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Attinya "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (vaitu) kamu
beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan
jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Ke hadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya pada penulis hingga skripsi
ini dapat terselesaikan. Adapun judul yang penulis pilih adalah : " Tinjauan
Hukum terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. § tahun 2017 tentang
Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Batubara™.
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gelar Sarjana Hukum Program Studi Iimu Hukum Universitas Muslim Nusantara
(UMN) Al Washliyah.

Penyelesaian skripsi ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai
pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis

mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim

Nusantara Al Washliyah Medan;
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Dosen Pembimbing Skripsi di Fakuftas Hukum Universitas Muslim
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PENDAHULUAN
A. latar Belakang
Indoniesia*adalah negara kesatuan, konstitusional, berdaulat nasional yang
berbentuk republik.Lahirnya negara hukum yang tercantum undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 tentu saja bertujuan untuk melangsung dan
memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga negara tersebut menjadi

layak huni bagi masyarakatnya.

Pemerintahan Indonesia sebagai perwujudan adanya negara terdiri dari
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah berdasarkan otonomi dan tanggung jawab bersama.

Gagasan ini sesuai dengan asas maksimalisasi otonomi yang terkandung
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan konsep desentralisasi,
yang mengandung makna bahwa pemerintah pusat menyerahkan segala urusan

pemerintahan kepada daerah.

Dacrah otonom dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.'

Konsekuensinya Pembagian dan penataan pemerintahan ini memiliki imbas

'Agus Riewanto, dkk. Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Depokc:, 2023, hal.128 lihat
Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Dacrah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Bingkai NKRL UAD PRESS, Yogyakarta, 2020, hal.16.




[image: image37.jpg]pada jenis dan batasan kewenangan yang ada pada masing-masing
pemerintahan. Penyelenggara  pemerintahan  pusat  adalah  pemerintah
pusat sementara  pemerintahan  daerah  dilaksanakan olch DPRD dan

pemerintah daerah, dibantu oleh perangkat daerah.”

Untuk mengelola proses pemerintahan di suatu daerah, diperlukan organisasi
dan lembaga untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Seperti halnya
pemerintah pusat, struktur dan lembaga dacrah sering kali mencerminkan sistem
serupa di ibu kota negara.

Cerminan ini terlihat dengan adanya DPRD dibentuk sebagai lembaga
perwakilan rakyat dalam pemerintahan daerah. Organisasi ini merupakan bagian
dari pemerintahan daerah dan menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat
serta mewujudkan pembangunan daerah.’

Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah mengawasi
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang ditetapkan oleh bupati/wali
kota. Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan umum kepala daerah (yaitu gubernur,

bupati, atau wali kota.*

*Agustinus F. Paskalino Dadi, Hubungan Pemeriniah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Sarjono, Hukum Pemerintah Daerah, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024,
hal.d6.

*Rahyunir Rauf, Posisi DPRD daalam sisiem Pemerintahan Daerah. Markojan Tujuh.
Pekan baru, 2016, hal. 149 Jihat juga Kosasih, A.. & Mahdi, I. Hubungan Kewenangan antara
DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral. Penerbit Vanda, 2016

*bid, hal. 216




[image: image38.jpg]Salah satu yang menjadikan titik perhatian DPRD adalah bidang
ketenagakerjaan dikarenakan faktor ekonomis dan strategis kabupaten Batubara
yang menjadi salah satu pilihan investasi bagi para pengusaha’ Perda yang
menarik dari DPRi) Kabupaten Batubara adalah dengan adanya Perda No.5
Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang menjadi objek kajian
penelitian ini. Dasar pertimbangan lahirya perda ini adalah :

a. bahwa tenaga keria merupakan bagian dari komponen bangsa yang
menggerakkan pembangunan perekonomian baik pada tingkat nasional
maupun daerah perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan harga diri tenaga keija serta mewujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual;

b. bahwa dengan posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Batu Bara
yang sangat potensial, telah menjadikan Kabupaten Batu Bara scbagai
kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang untuk penopang
perekonomian nasional dan daerah yang mendorong iklim berusaha dan
bekerja;

c. bahwa di tengah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai
dengan hadimya sejumlah perusahaan, pada sisi yang lain masih belum
Shitps://dpmptsp.sumutprov.go.id/uploads/c31049709a3b116b26ccd99d45aa234.pdf

diunduh terakhir tanggal 14 Januari 2025. Dalam laporan Investasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dijelaskan Kabupaten Batubara menduduki posisi ke 11
untuk pilihan lokasi Penanaman modal Asing (PMA) dan posisi ke 13 dari 31 kabupaten/kota

untuk pilihan Penanaman Modal Dalam Negert (PMDN)
“Pertimbangan Perda No.5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Kerja Lokal.




[image: image39.jpg]mampu menyerap semua angkatan keria yang ada di daerah, yang jika
tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa
kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di antara pekeija,
perusahaan da.n masyarakat pencari kerja di daerah;

Berdasarkan tiga (3) dasar pertimbangan ini maka peneliti tertarik
menjadikan objek kajian penelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Perda No.5
Tahun 2017 Tentang Penempatan Kerja Lokal oleh DPRD Kabupaten Batubara”.
B. Permasalahan

1. Bagaimana Ketentuan dalam penyusunan Perda Kabupaten Batubara No.5
DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal 2.

2. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun
2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal?

3. Bagaimana kendala Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD
Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan upaya yang

dilakukan dalam mengatasinya ?.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang telah ditetapkan
yaitu
1. Untuk mengetahui Ketentuan dalam penyusunan Perda Kabupaten Batubara
No.5 DPRD Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
2. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD

Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Beberapa Peristilahan

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap arti dan beberapa
peristiathan dalam penelitian ini perlu diuraikan beberapa pengertian dan
peristilahan, yakni :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dacrah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7

Bupati adalah Bupati Batu Bara.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Batu Bara.

"Pasal 18 ayat (2) UUD 1945




[image: image40.jpg]3. Untuk mengetahui kendala Tmplementasi Perda Kabupaten Batubara No.5

DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan upaya yang

dilakukan dalam mengatasinya

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan tersebut maka diharapkan akan didapatlah manfaat dari
penelitian ini, yaitu :
1. Manfaat Secara Teoritis
Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum perda
penempatan tenaga kerja lokal oleh DPRD.

2. Manfaat Secara Praktis
Diharapkan hasil peneclitian ini bermanfaat secara praktis bagi

pengambil kebijakan, eksekutif dan legislatif dalam menangani

permasalahan penempatan tenaga kerja lokal oleh DPRD.




[image: image41.jpg]RPIMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Perusahaan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseoranpan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik Negara yang mempekeijakan pekeija / buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pengusaha adalah a. orang perseorangan , persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan,
persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan. atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Perusahaan besar dan menengah adalah perusahaan Badan Usaha Milik
Negara’, Badan Usaha Milik Daerah'’, perusahaan yang didirikan dalam rangka

Penanaman Modal Asing atau Modal Dalam Negeri.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 6.

*Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang
‘memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b, terdapat hak istimewa yang
dimiliki Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 16 Tahun 2025
‘Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara Pasal 1 angka 1.

©Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dacrah. diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Dacrah pasal 1 angka 1.




[image: image42.jpg]Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain; Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan
kerja, untuk menghas‘ilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari keija
untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan keija
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di daerah
yang dibuktikan dengan akta kependudukan.

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja /
buruh atas pekerjaan / jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam
bentuk uang yang ditetapkan perundangan / perjanjian keija termasuk tunjangan
baik untuk pekerja / buruh maupun keluarganya.

Peraturan Perusahaan yang sclanjutnya disebut sebagai PP adalah suatu
peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna




[image: image43.jpg]memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh. !

Apindo adalah organisasi pengusaha yang berwenang dalam penanganan
masalah ketenagakeij‘aan yang berkedudukan di Kabupaten Batu Bara.

Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit pelaksana teknis
yang dikelola oleh Dinas berupa sarana dan perundangan menurut peraturan
prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan / atau
mendalami keahlian bagi tenaga kerja.

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus
di bidang ketenagakerjaan dalam jajaran Dinas.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya
manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan keija
dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap keija untuk jabatan
tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat
dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin
penempatannya.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan-badan lainnya yang mempekeijakan tenaga kerja dengan membayar upah,

Pencari kerja adalah angkatan keija yang sedang menganggur dan mencari

pekeijaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan

! Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal | angka 16.




[image: image44.jpg]dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga keija atau secara
langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan

mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.

B. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Daerah

Adapun dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah di Indonesia diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme,

kewenangan, dan prosedur pembentukannya adalah :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah serta

tugas pembantuan.

b)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Undang-undang ini menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan
dan mekanisme pembentukan Perda, termasuk tahap perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

10




[image: image45.jpg]¢). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(beserta perubahannya).

Undang-undang ini mengatur kewenangan dacrah dalam membuat Perda,
termasuk koordinasi antara kepala daerah dan DPRD, dimana dalam Pasal
236 menegaskan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah

mendapat persetujuan DPRD.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diganti dengan
Permendagri No.120 Tahun 2018. Permendagri mengatur secara rinci teknik
penyusunan, bentuk, dan prosedur pengundangan Perda di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota.

e). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU 12 Tahun 2011.

C. Jenis-jenis Peraturan Daerah

Jenis-jenis Peraturan Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) serta Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan

11




[image: image46.jpg]tersebut, Perda dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu berdasarkan tingkat

pemerintahan dan fungsi pengaturannya serta asalnya dari mana."?

a) Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

a.

hal.120

Peraturan Daerah Provinsi

Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
bersama Gubernur. Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Contoh :

1) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang
Pendirian PT Jamkrida Sumut (Perseroda) untuk penjaminan kredit

bagi UMKM.

3) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

4) Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Penegakan protokol kesehatan COVID-19.

Fakhry Amin dkk, /lmu Perundang-undangan, Sada Kumia Pustaka, Banten, 2023,
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[image: image47.jpg]b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota, yang

isinya Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota. Contoh : Perda Kabupaten Batubara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Batubara
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan

lain-lain.
b) Berdasarkan Fungsi Pengaturannya
a. Perda yang Bersifat Umum (Regulatif)

Perda ini mengatur hal-hal yang berlaku umum di daerah, seperti ketertiban,
kesehatan, lingkungan hidup, dan tata ruang. Berfungsi untuk menciptakan
ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat daerah. Contoh: Perda

tentang pengelolaan sampah, Perda tentang retribusi daerah.

b. Perda yang bersifat khusus

Perda ini berfungsi menetapkan hal-hal yang bersifat individual atau
konkret, misalnya pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD),

penctapan APBD, atau perubahan batas wilayah.

c. Perda Khusus (khusus untuk Daerah Otonomi khusus)

13




[image: image48.jpg]Istilah Qanun, Perdasus, dan Perdasi (peraturan dacrah propinsi) ini sebagai
nama lain dari Peraturan Daerah sesuai dengan hal-hal khusus yang
berkaitan dengan kondisi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Hal-
hal khusds y-;ng membedakan Qanun, Perdasus, dan Perdasi dengan
Peraturan Daerah pada umumnya antara lain lembaga yang membentuk dan
materi muatannya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah
ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Berbeda dengan Peraturan Daerah pada
umumnya, Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat
persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh,
sedangkan Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh bupati/walikota setelah
mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota. Demikian juga halnya dengan Propinsi Papua sebagai

daerah otonomi khusus (Otsus)."*

c) Perda berdasarkan asalnya

Raperda dapat berasal dari kepala daerah atau inisiatif DPRD. Bila berasal dari
kepala dacrah, penyusunan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

materi peraturan, bersama Bagian Hukum untuk harmonisasi. Bila berasal dari

. 1-yang-bersifat-khusus-
qanun-perdasi-perdasus/, diunduh terakhir tanggal 12 Desember 2025.
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[image: image49.jpg]DPRD, penyusunan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang mengajukan
prakarsa. Pada tahap ini juga disusun Naskah Akademik, yang berisi kajian

akademik, filosofis, dan yuridis sebagai dasar ilmiah penyusunan Raperda.

D. Fungsi Penyusunan Peraturan Daerah

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (Perda)
adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun
Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan
penyelenggaraan otonomi dacrah yang menjadi legalitas perjalanan cksekusi

pemerintah daerah.'*

Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah
hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Perda tentu saja tidak dapat dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-
undangan. Adapun dalam hierarki tersebut dikenal dengan adanya tujuh tingkatan,

yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

' Maria Farida Indrati, lmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
Ed. Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hal. 202.
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[image: image50.jpg]5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perda ini meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Adapun yang
dimaksud dengan Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian,
yang dimaksud dengan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan

bersama Bupati/Wali kota.

Adapun fungsi Perda adalah sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

2. Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Terkait fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki
perundang-undangan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi.

3. Penampung kekhususan dan keragaman dacrah serta penyalur aspirasi
masyarakat daerah dengan tetap berada dalam koridor NKRI yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."

I Gde Pantja Astawa, Peraturan Daerah Temang Rencana Tata Raung Wilayah
(RTRW), makalah disajikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Hukum Tata Ruang & Otonomi
Daerah” yang disclanggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Kampus Fakultas
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[image: image51.jpg]4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa schingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan
kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk
itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan
daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial . Dari penjelasan
umum terkait pertimbangan pengundangan Undang-undang Ketenagakerjaan,
dipahami bahwa untuk dapat melaksanakan mandat untuk memenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pengemban dunia usaha yang
merupakan mandat dari Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, dibutuhkan
adanya pembinaan hubungan industrial yang kuat sebagaimana diatur berdasarkan
suatu pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif yang awal mulanya

diharapkan dapat dipenuhi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hukum Unpad Jalan Dipati Ukur Pada Tanggal 11 Januari 2006 dalam Jumadi, Kedudukan dan
fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam
Sistem Perundang-undangan di Indonesia, http://ois.sulbar.acid. Diunduh terakhir tanggal 16
Januari 2025.
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[image: image52.jpg]Lahirnya Perda No 5 Tahun 2017 tentang Penempatan Kerja Lokal ini

bertujuan '*:

a. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja daerah untuk
‘memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat
dan bakat yang dimilikinya;

b. menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui harmonisasi
hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar;

c. membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan rekrutmen tenaga
kerja;

d. meningkatkan kemampuan keterampilan dan kompetensi tenaga keija
dalam rangka meningkatkan produktifitas;

e. melaksanakan ~pembinaan dan pengawasan secara terpadu
berkesinambungan untuk menjamin penegakkan hukum
ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang

kondusif.

E. Fungsi dan Tugas DPRD

Fungsi juga merupakan bagian dari program yang digunakan untuk
melakukan tugas menghasilkan nilai yang akan dikembalikan ke program
penerima yang terpisah dari program pengguna.” Arti kata fungsi adalah

kedudukan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Selain itu, mencerminkan

1 Pasal 3 Perda No.5 Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga kerja Lokal.
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[image: image53.jpg]perannya sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu. Fungsionalitas
itu sendiri adalah kegunaan sesuatu. Pengalaman pengguna dan aktivitas yang
dilakukan.

Definisi fuﬁgsi(;nal mengacu pada spesifikasi tugas yang serupa atau sangat
terkait yang, berdasarkan sifat atau implementasinya, dapat dilakukan secara
independen oleh satu orang melalui serangkaian kegiatan yang sama. Jabatan
adalah suatu posisi, tingkat, derajat, atau gelar.'” Dengan fungsinya yang strategis
anggota DPRD harus senantiasa meningkat kinerja yang harus lebih baik dari
waktu ke waktu.'®

DPRD Kabupaten memiliki beberapa fungsi utama dalam pengawasan
Perda, yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. Dalam konteks ketenagakerjaan, DPRD berperan dalam
memastikan bahwa Perda yang mengatur hubungan kerja, perlindungan tenaga
kerja, dan penciptaan lapangan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku

a) Legislasi

""Nina Amelia Simangunsong dan Mawaddah Itham, Analisis Fungsi dan Peran DPRD
dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan, Jurnal
Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, hal. 5-6, Volume 7. No. 4, 2022
(1269-1284). DOL: http://dx.doi.org/10.30651 jms.7i4.13807.

“Indah Widiastuti dkk. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Periode
2014-2019 , Perspektif, 11 (2) (2022) : 643-654, DOI 10.31289/Perspektif.v11i2.6070
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[image: image54.jpg]Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu
kewenangan atribusi'® yang melekat pada DPRD dalam pembentukan peraturan
daerah yang di mulai pada tahap perencanaan, penyusunan,pembahasan dan
Pengundangan. Dala’m fungsi legislasi, DPRD memiliki kewenangan untuk
merumuskan dan menetapkan Perda, misalnya yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan hak-
hak pekerja, pengaturan upah minimum, dan kebijakan pengembangan
kompetensi tenaga kerja. DPRD harus melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk serikat peckerja, pengusaha, dan komunitas, untuk
menghasilkan Perda yang komprehensif dan dapat diterima oleh semua
pihak.”®
b).Pengawasan

Setelah Perda ditetapkan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Pengawasan ini

dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja, inspeksi lapangan,

“Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh Undang-undang (grondwer)
atau Undang-undang (Wer) kepada lembaga pemerintahan untuk membentuk peraturan perundang-
undangan. Atribusi tersebut terus menerus dan dilaksanakan kapan saja saat diperlukan. Atribusi
kewenangan pembentukan perda dapat dilihat dari pasal 236 Undang-undang No.23 Tahun 2014,

*Agusmidah dkk. Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia Fd.1. -Bekerjasama
dengan Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, Pustaka Larasan:
Denpasar 2012, hal.137.
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[image: image55.jpg]dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.”’ DPRD harus memastikan bahwa
pemerintah daerah melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dapat membantu
mencegah lerja‘din);a penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan

Perda.
c). Anggaran

DPRD juga berperan dalam penganggaran (budgeting) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberbagai sektor, termasuk
didalamnya program-program yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dalam
hal ini, DPRD harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-
program yang telah ditetapkan, khususnya bidang ketenagakerjaan cukup dan

tepat sasaran.

Anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung
pelaksanaan program pelatihan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan
penyediaan fasilitas kerja yang layak. DPRD dapat melakukan evaluasi
terhadap penggunaan anggaran dan meminta pertanggungjawaban dari
pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja yang menjadi sektor

terdepan (leading Sector) dalam bidang ketenagakerjaan.

*'Halawa, Y. & dkk. 2022, Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Nommensem Journal of Constitutional and Administratif
Law, /(1), 2022), 35-44




[image: image56.jpg]d) Sistem Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan™ dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Sistem pengawasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah melibatkan pengawasan preventif dan teknis yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, serta pengawasan kebijakan oleh DPRD. Pemerintah pusat
melakukan pengawasan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap urusan
pemerintahan konkuren, sedangkan DPRD mengawasi pelaksanaan Perda dan
peraturan  kepala daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan berjalan efisien dan sesuai ketentuan

“Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F. & Aryadi, H, Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal
Indonesia Sosial Sains, 3(01), 108119, 2022, https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.516

“Wijayanti, S. N, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jumal Media Hukum,
23(2), 2016, 186-199. https://doi.org/10.18196/imh.2016.0079.186-199
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[image: image57.jpg]BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penel

an
Lokasi Penelitian ini berada di kantor DPRD kauaten Batubara yang
beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.63 Lima Puluh Kota, lima Puluh

Kabupaten Batubara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mengenal 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian
yuridis empiris, yang menggabungkan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan
penelitian empiris, yang dinamakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian
ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder
terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan
makalah *'yang berkaitan dengan peran DPRD Kabupaten dalam mengawasai
perda bidang ketenagakerjaan. Sementara secara empiris, penelitian ini langsung
mengambil data secara langsung di lokasi penelitian. **

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka pendekatan yang
dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan

pendekatan studi kasus (case study approach). Penelitian hukum dengan

*Soerjono Sockanto, 2008, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, hal. 17

Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur Penclitian Suatu Pendckatan Praktik Edisi Revisi.
Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.





[image: image58.jpg]pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan
bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum,
sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut
hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.dalam hal ini peranan
DPRD Kabupaten Batubara yang berarti yang dikaji dari sudut pandang hukum

tata negara.

Pendekatan peundang-undangan ini memiliki arti sebagai pendekatan
penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.
Dengan pendekatan ini dapat dipahami kandungan undang-undangan dimaksud
dan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan antara undang-undang dengan
permasalahan yang teliti. Dalam hal ini apakah DPRD kabupaten Batubara telah
melakukan perannya dalam mengawasi regulasi dibidang ketenagakerjaan, apakah

ada benturan atau tidak atau sebaliknya.

b). Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif
analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam

masyarakat.” Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan

*Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2005, hal. 4
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[image: image59.jpg]memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara

5 . 2
sistematis.””

C. Sumber Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan
dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam
penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar
permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data
yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer

dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan
Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature
research) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,
sekunder maupun tersier.

b. Wawancara
Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi
penelitian atau lapangan (fleld research) didapatkan melalui wawancara
dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan agar mendapatkan informasi-informasi yang

lebih detail.

Fpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenda Media Group Surabaya, 2005, hal.
32.




[image: image60.jpg]Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan sekunder, yaitu :
a. Data Primer
Data primer y;itu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan
wawancara tersruktur baik dengan para pihak.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer
bahan hukum sekunder dan tertier, yaitu :
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang
mencakup peraturan perundang-undang, yaitu :
a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b) Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
¢) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
d) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang
memblerikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang
mempelajari  suatu  bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum,
jurnal-jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,”® seperti menggunakan

Kamus Hukum, Website, dan hal-hal yang terkait.

D. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum

memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat
ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian nya, sebab data itu masih merupakan
data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengelolanya. Proses
yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh
untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
kenyataan. Setelah data dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan

yang diperoleh melalui wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis dan

* ibid




[image: image62.jpg]dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pemlasalahan.zq

“Nelvitia Purba dkk, Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Media Publishing, Medan,
2024, hal. 89
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Batubara

Pendud.uk Batubara terdiri dari berbagai suku bangsa. Kelompok yang
terbesar ialah suku bangsa Melayu. Selain itu terdapat lagi suku bangsa Jawa,
Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Banjar, Cina, dan lain-lain. Kabupaten
yang memiliki slogan “Sejahtera Berjaya™ ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan
bercorak Melayu diantaranya: Kerajaan Lima laras, Limapuluh, Tanah Datar,
Pangkalan Pesisir, Tanjung Kasau, Siparc-pare, Tanjung Limau Purut,

Pagurawan dan Bogak.

Asal-muasal sejarah Negeri Batubara yaitu mulanya merupakan sebuah
perkampungan yang didirikan oleh seorang putra Sultan Pagaruyung Batu
Sangkar dari Sumatra Barat yangkemudian dikenal sebagai Paduka Datuk

Keramat Batubara.

Sejarah Batubara sebagai salah satu negeri di pesisir Sumatra Timur tidak
terlepas dari peristiwa migrasinya orang Minangkabau ke wilayah ini.
Rombongan koloni pertama mendarat dengan menaiki kapal “Gajah
Ruku”.Mereka berangkat melalui hulu sungai Kampar, kemudian membentuk

komunitas di muara Sungai Batubara dan Sungai Gambus.

Kisahnya pada suatu ketika putra raja Pagaruyung pergi berburu dan

tidak kembali, menimbulkan kegaduhan dikalangan istana hingga raja berniat




[image: image64.jpg]hendak mencari putera yang tidak jelas rimbanya itu.*’ Oleh raja dibentuklah tim
pencari putranya yang tersasar melalui jalan laut dengan menelusuripantai barat
Sumatra. Setelah beberapa lama berlayar, di tengah terjangan gelombang ombak,
sampailah rombongan kapal pencari putra raja di pelabuhan Barus. Oleh
penduduk setempat menyarankan agar kapal memuat batu bahara scbagai
penyeimbang agar kapal tidak diombang-ambingkan gelombang. Batu bahara
pun dimuat, perjalanan dilanjutkan dengan menelusuri pantai barat Sumatra
menuju ke utara untuk kemudian menyisir pantai timur dan menemukan dacrah
yang sckarang dikenal dengan Batubara. Batubara adalah sebutan Batu Baharu

dalam dialeg melayu.

Letak asal perkampungan Batubara yang diuraikan di atas sekarang
dikenali sebagai Kubah Keramat Batubara yang kini masih dapat dilihat bekas-
bekas dan lokasinya. Pada zaman dahulu Kubah Keramat Batubara ini
merupakan pelabuhan kapal, bahtera, sampan dan perahu besar dan kecil. Tetapi

kini telah menjadi bukit yang tinggi dan bertangga-tangga tanah dan batu-batu.

Pada tahun 1905 di sekelilingnya oleh penjajah Belanda ditanami pohon
getah (karet) di bawah pengawasan suatu perkebunan bernama Perkebunan
Kuala Gunung. Selanjutnya, tercatat bahwa Batubara berdasarkan tinjauan

kepustakaan sudah dikenal sejak abad ke-17 ketika konflik kekuasaan antara

https://deleigeven.blogspot.com/2018/06/sejarah-negeri-batu-bara huml, diunduh tanggal
12 Desember 2010.Versi M. Yusuf Mona, sang pangeran terdampar di daerah yang discbut
kerajaan Simalungun, lihat M. Yusuf Mona Sejarah Kabupaten Batubara, Pemerintah Kabupaten
Batubara, 2020, hal. 9.
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[image: image65.jpg]Aceh dengan tanah Melayu di Selat Malaka memuncak. Batubara yang secara
geografis berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, tempat
berinteraksinya berbagai bangsa yang aktif melakukan komunikasi pclayaran
dan perdagangart ju.g;a sudah dikenal dunia internasional manakala Anderson
singgah di kawasan ini pada tahun 1823. Batubara juga menjadi lintasan dan
persinggahan dalam arus putaran konflik hegemoni kawasan antara Acch versus

Siak dan Belanda versus Inggris.

Berdasarkan laporan perjalanan Anderson dalam bukunya Mission To
The Eastcoast Of Sumatra (1826), saat kunjungannya ke Batubara pada
tahun1823 menerangkan bahwa negeri Batubara pada umumnya seperti negeri

yang merdeka.

Perjalanan panjang sejarah Batubara tak berhenti sampai masa
kedatukan. Eksistensi Batubara berlanjut dalam bilangan abad dari zaman
Iskandar Muda, zaman VOC, kolonial Belanda hingga zaman pendudukan
Jepang. Catatan perjalanan negeri yang terletak di pesisir timur Sumatra tersebut
kini menyisakan saksi bisu berupa peninggalan-peninggalan atau bahkan lokasi
bersejarah tempat terjadinya peristiwa masa lampau yang sarat dengan nilai-
nilai, dan tentunya menjadi kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Batubara

khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Namun faktanya kini, peninggalan-peninggalan serta situs bersejarah

yang masih tersisa di Kabupaten Batubaraterscbut kondisinya sangat




[image: image66.jpg]memprihatinkan. Beberapa diantaranya tidak terawat, misalnya bangunan Istana
Lima Laras yang menjadi bukti pernah berjayanya kerajaan bercorak Melayu
disana, sekarang sudah rapuh dan ambruk.

Kabupaten Batu Bara secara geografis berada di bagian timur Provinsi
Sumatera Utara, terletak pada garis 30 - 40 Lintang Utara dan 990 - 1000 Bujur
Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan daerah perairan dan tiga kabupaten lain:
bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang
Bedagai dan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka dan
Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, bagian sclatan berbatasan dengan
Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dan Kecamatan Ujung Padang,
Kabupaten Simalungun, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Bosar
Maligas, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Batu
Nanggar, Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Serdang Bedagai.

Berdasarkan wilayah administrasinya, Batu Bara terdiri dari 12 kecamatan
yaitu Sei Balai, Tanjung Tiram, Nibung Hangus, Talawi, Datuk Tanah Datar,
Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh, Air Putih, dan Sei Suka, Laut
Tador dan Medang Deras. Terdiri dari 141 desa dan 10 kelurahan. *'

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara tahun 2024 sebanyak
437.360 jiwa yang terdiri atas 219.965 jiwa penduduk laki-laki dan 217.395 jiwa

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023,

*' BPS Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dalam Angka, volume 14,2025, hal. 69
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[image: image67.jpg]penduduk Batu Bara mengalami pertumbuhan sebesar 1.69 persen. Sementara itu
besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap
penduduk perempuan sebesar 101,183

Secara historis adanya kabupaten Batubara Sejarah diawali dengan
keinginan masyarakat di wilayah bekas Kewedanaan Batu Bara untuk membentuk
sebuah kabupaten otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 tetapi
mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir
tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya
5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Schingga
dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh
seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten
Asahan. PPOB ini berkedudukan di Jalan Merdeka Kecamatan Tanjung Tiram.
Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena undang-
undang otonom belum dikeluarkan oleh pemerintah.®

Upaya tiada henti dilakukan pada tahun 1999 olch masyarakat Batu Bara,
namun aspirasi ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang  Program Pembangunan Daerah
(PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan
pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua)
pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya

“Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendckatan persuasive”,

*Ibid, hal.137.
* https://id. wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batu_Bara, diunduh tagl 28 Oktober 2025.
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[image: image68.jpg]khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan,
serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan
pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.

Kegigihat m’asyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga
Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-
GEMKARA) menginventarisir sumber daya manusia yang berkompeten dan
berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya
Zulkarnaen, SH, ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana
perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Batubara. Melalui pendekatan persuasif
kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip
“Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya
pemebentukan Kabupaten Batu Bara disetujui berdasarkan Undang-undang No.5
Tahun 2007. Peresmian kabupaten adalah pada tanggal 15 Juni 2007 dengan ibu
kota kecamatan Lima Puluh. Di awal berdirinya terdiri dari 17 kecamatan dan
kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.”*

Pada saat ini kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara
ialah Baharuddin Siagian, dengan Wakil Bupati Syafrizal. Pasangan ini
memenangkan Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2024, dan dilantik
oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025

di Istana Negara DK Jakarta.

“hitps://batubarakab.go.id/profile/detail/sejarah-pembentukan-kabupaten-batu-bara,
diunduh tanggal 12 Oktober 2025,
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[image: image69.jpg]B. Profil DPRD Kabupaten Batubara

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, maka undang-undang pemerintahan daerah yang
lama dinya!akan'tidai( berlaku lagi sehingga mengenai kedudukan dan fungsi
DPRD yang merupakan salah satu unsur penyclenggara pemerintahan di dacrah
hanya diatur dalam satu undang- undang yaitu UU No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah ini saja.

Pengaturan mengenai DPRD dalam hal susunan, kedudukan, fungsi, hak
dan lainnya yang sebelumnya diatur di luar undang-undang pemerintahan daerah
yaitu dalam undang-undang MD3 juga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Hal ini untuk menjawab akhimya menjawab pertanyaan mengenai
kedudukan DPRD yang selama ini sering dikaitkan dengan lembaga legislatif
yaitu DPR. DPRD sering dikatakan sebagai lembaga legislatif dacrah. Padahal
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya legislatif daerah.
Hal ini sebagai konsekuensi dari konsep susunan negara Indonesia yang
bersusunan tunggal atau disebut dengan Negara Kesatuan. Dalam Negara yang

bersusunan tunggal atau Negara Kesatuan, hanya ada satulembaga legislatif yang
berada di pusat dalam hal ini DPR RI.Anggapan DPRD scbagai lembaga legislatif
terjadi karena penamaan lembaga ini yang hampir sama dengan DPR, dan juga karena
di dalam UU MD3, DPRD diberi fungsi yang sama dengan DPR. yaitu fungsi legislasi,

anggaran dan pengawasan. Kemudian istilah legislasi yang ada pada undang-undang
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[image: image70.jpg]pemerintahan daerah sebelumnya telah diganti dalam undang-undang ini yang
ditegaskan dalam Pasal 403 yang menycbutkan bahwa “scmua Ketentuan mengenai
program legislasi daerah (prolegda) dan badan legislasi dacrah (balegda) yang sudah
ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai program pembentukan
Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.”

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah kedudukan
DPRD ditegaskan lagi sesuai posisi yang sebenarnya yaitu scbagai lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu maka dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

DPRD adalah bagian dari eksckutif,bukan legislatif. Sebab DPRD menjalankan
fungsi pemerintahan, yang secara tegas dikatakan dalam undang-undang ini bahwa
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat dacrah. Hal ini juga diperkuat dengan perubahan
fungsi DPRD yangpada undang-undang sebelumnya dikatakan memiliki fungsi
legislasi, sekarang discbut fungsi pembentukan perda.

Dalam menjalankan  fungsinya, scbagaimana  kedudukannya sebagai
penyelenggara pemerintahan dacrah bersama pemerintah dacrah dalam hal ini Kepala
Dacrah, maka DPRD harus berkoordinasi dengan kepala daerah, dan fungsi-fungi itu
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Kedudukan DPRD dalam UUNo.23 Tahun 2014 dan UUNo.32 Tahun
2004 sama-sama sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

unsur penyelenggara pemerintahan dacrah. Namun di dalam undang-undang No.

32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan
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Berdasarkan komposisi anggota DPRD Kabupaten Batubara, hanya 4
partai yang dapat membentuk fraksi sendiri. Keempat partai tersebut adalah PDIP,

Gerindra, PKS dan PAN.”®

3 https://mistar.id/news/politik/paripurna-dprd-batu-bara-tetapkan-6-fraksi




[image: image12.jpg]Pimpinan DPRD Kabupaten Batubara terdiri atas satu orang ketua dan dua

orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak

di dewan.®

No Jabatan Nama Partai Politik

1 Ketua M. Safi’i, S.H. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 Wakil KetuaI Nurhaji Partai Gerindra

3 Wakil Ketua Il Rodial PKS

C. Ketentuan Penyusunan Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun
2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Sebelum ke pembahasan ketentuan penyusunan Perda maka perlu
diketahui Materi muatan Peraturan Daerah Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan
dalam Pasal 235 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai

berikut :

1. Menyelenggaraan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

dan tugas pembantuan. Daerah membentuk Perda .

2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan

persetujuan bersama kepala Daerah.

*hitps://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat Daerah Kabupaten_Batu
Bara, diunduh tanggal 27 Oktober 2025
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[image: image13.jpg]3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas : a. Pembantuan; dan

b. penjabaran | lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat
memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selanjutnya dalan Pasal 237 disebutkan bahwa asas pembentukan dan
materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”’
Kemudian dalam Pasal 238 disebutkan bahwa:

1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada

pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

YSuryandari, Cahyani dkk, Proses Penyusunan Peraturan Daerah-Modul Pendidikan
dan Pelatihan Fungsioal Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan,
Badan Pengembangan SDMH dan HAM Kemenkumham RI. Jakarta, 2017.




[image: image14.jpg]3. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat
memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada

keadaan semula dan sanksi administratif.

5. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

teguran lisan;

* teguran tertulis;

= penghentian sementara kegiatan;

= penghentian tetap kegiatan;

= pencabutan sementara izin;

= pencabutan tetap izin;

* denda administratif; dan/atau

= sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembentukan Perda mencakup tahapan berdasarkan Pasal 239 sampai

dengan Pasal 244:
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b. penyusunan ;

c. pembahasan ;

d. penetapan ; dan

e. pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

f. Penyebarluasan.

a). Perencanaan

Penyusunan peraturan daerah kabupaten dilakukan dalam Program Legislasi
Daerah (“prolegda”) kabupaten. Prolegda Kabupaten memuat program
pembentukan peraturan daerah kabupaten dengan judul rancangan peraturan
daerah kabupaten, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan.

b) Penyusunan

Adapun proses penyusunan Propemperda sebagaimana diatur dalam Pasal
239 UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah:

1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan Perc
2. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusur

DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarka




[image: image16.jpg]prioritas pembentukan rancangan perda.
. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun
sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

. Dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka
yang terdiri atas:
a. Akibat putusan MahkamahAgung; dan
b. APBD.

. Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimak.sud pada ayat (5), dalam
program pembentukan perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif
terbuka mengenai:

a. Penataan Kecamatan;dan
b. penataan Desa.

. Dalam keadaan tertentu, DPRDatau kepala daerah dapat mengajukan
rancangan perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik,atau bencana alam;

b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihaklain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda
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[image: image17.jpg]dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan

e. perintah dafi keienman peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

c). Pembahasan

Dilaksanakan secara bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

a. Dapat dilakukan melalui rapat komisi, panitia khusus (Pansus), atau badan

legislasi
b. Melibatkan pihak terkait untuk mendapatkan pandangan dan saran.
d). Penetapan

Setelah disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, rancangan perda
disahkan oleh Bupati.
a. Pengesahan dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah persetujuan
bersama.
b. Jika Bupati tidak menandatangani dalam waktu tersebut, rancangan
otomatis sah menjadi perda.
e). Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

a. Ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten oleh Sekretaris Daerah.
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[image: image18.jpg]b. Perda mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan atau saat diundangkan.

f) . Evaluasi dan Pengawasan

a. Dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

b. Bertujuan®memastikan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi

atau kepentingan umum.

Contoh Jadwal Tahapan Penyusunan Perda Kabupaten Tahun 2025

Bulan

Kegiatan Utama

T Penanggung
Jawab

Januari —
\Februari

lPemncanaan
|(Penyusunan

Propemperda)

ukum daerah.
Pengumpulan usulan dari
rangkat daerah.

Fldemiﬁkasi kebutuhan

|- Pembahasan usulan

ropemperda bersama

'Bagian Hukum dan

Bappeda.
- Penetapan Propemperda
bersama DPRD.

Bagian Hukum
Setda, Bappeda,
DPRD

\iMaret =
(April

- Pembentukan tim

- Penyusunan naskah
akademik (jika
diperlukan).

- Drafting awal naskah
Raperda.

- Konsultasi publik dan
FGD dengan

penyusun dan asistensi.

iPerangkat Daerah
[Pengusul, Bagian
Hukum, DPRD

i

I

47




[image: image19.jpg]Tahapan

Kegiatan Utama

D Penanggung ¥

Jawab

masyarakat/pakar.

Mei - Juli

i
Pembahasan I
Bersama DPRD dan :
Kepala Daerah |

- Pembahasan melalui
Panitia Khusus
(Pansus) atau Komisi
DPRD.

- Klarifikasi dan revisi
substansi.

- Finalisasi hasil
pembahasan.

DPRD,
Pemerintah
Daerah

—

E‘Agusms -
|September

Penyempurnaan dan|

|
|Penetapan 1
|
T

- Persetujuan bersama
antara DPRD dan
Kepala Daerah.

- Penandatanganan
naskah Raperda oleh
Bupati.

- Pengiriman Raperda
untuk evaluasi ke
Gubernur.

DPRD, Bupati,
Sekretariat
Daerah

‘;Okmbcr

Evaluasi dan i
|Harmonisasi

- Evaluasi oleh
Gubernur selaku wakil
pemerintah pusat.

- Penyesuaian
berdasarkan hasil
evaluasi.

Biro Hukum
Provinsi,
Bagian Hukum
Setda
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[image: image71.jpg]pengawasan.

Fungsi legislasi yang dimiliki DPRD mengakibatkan keambiguitas
mengenai kedudukan DPRD, yaitu sebagai lembaga legislatif atau bagian dari
eksekutif. Sebals fungsi legislasi ialah fungsi membentuk undang-undang yang
dimiliki lembaga legislatif dalam hal ini DPR. Sedangkan DPRD hanya
memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah. Lebih lanjut, di dalam UU
No. 23 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan fungsi DPRD diatur secara lengkap
dalam undang-undang tersebut.

Adapun di dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan fungsi
DPRD tidak diatur, sehingga pada saat itu berlaku ketentuan dalam UU MD3
yang mengatur mengenai DPRD, salah satunya yang memuat tentang
pelaksanaan fungsi DPRD.

Pada saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batubara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada
di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. DPRD Batubara memiliki 40 anggota
yang tersebar di 11 partai politik. dengan perolehan suara mayoritas diraih
oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berikut ini nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Periode 2024-2029 :

Nama Anggota Partai Politik

Muklis B.N,, S.E. l PKB
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[image: image20.jpg]Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan: Perda menjadi
instrumen hukum bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)
untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
berdasarkan p;'insip otonomi dan tugas pembantuan dari pemerintah yang
lebih tinggi.

Menampung Kondisi Khusus Daerah (Karakteristik Daerah): Perda dapat
mengatur hal-hal yang spesifik dan sesuai dengan kekhasan serta
kebutuhan masyarakat setempat, yang tidak diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjabaran Lebih Lanjut Peraturan Perundang-undangan yang Lebih
Tinggi: Perda berfungsi sebagai aturan pelaksana (regulasi delegasi) dari
undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden
(Perpres) sepanjang diperintahkan untuk diatur dengan Perda atau

sepanjang materi tersebut berada dalam kewenangan daerah.

Aspirasi Masyarakat Daerah: Materi muatan Perda juga harus
mempertimbangkan dan menampung aspirasi serta kebutuhan hukum

dalam masyarakat di daerah tersebut.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung: Jika ada putusan MA yang
memerintahkan tindak lanjut di tingkat daerah, hal tersebut dapat diatur

dalam Perda.
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1 Bulan | Tahapan | Kegiatan Utama Jawab
I |

- Pengesahan Perda oleh
Bupati.

- Pengundangan dalam

Lembaran Daerah. |
|

- Sosialisasi dan Sekretaris Daerah, |
November — Pengesahan dan diseminasi ke OPD Bagian Hukum, ‘
|Desember Pengundangan serta masyarakat. Dinas Kominfo |

D. Implementasi Perda Kabupaten Batubara No. 5 DPRD Tahun 2017
Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Sebelum membahas implementasi perlu dipaparkan asas dan anatomi

Perda Kabupaten Batubara No. 5 DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga

Kerja Lokal

a. Asas-asas dalam Pembentukan Perda

Substansi dan kaidah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya)
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksana

lainnya harus bersandarkan pada asas-asas.

Materi muatan Perda mencakup hal-hal berikut:
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[image: image21.jpg]Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, dan untuk dapat
memahami suatu peraturan hukum harus diketahui asas-asas hukumnya. Asas

hukum itulah yang memberi makna etis pada suatu peraturan hukum.

Fungsi as;s hukum adalah merealisasikan prinsip-prinsip dasar (nilai-nilai
fundamental) sebagai meta kaedah perilaku sebanyak mungkin ke dalam hukum
positif dan penegakan hukumnya. Meskipun sulit untuk merealisasikan
(memasukkan meta kaedah) secara sempurna ke dalam hukum positif, bahkan

tidak mungkin.”’
Beberapa sarjana mendefinisikan pengertian asas, yaitu w0

a. G. W Paton mengatakan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas
yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Asas bersifat lebih abstrak,
sedangkan aturan atau kaidah hukum, sifatnya konkrit mengenai prilaku atau

tindakan hukum tertentu.

b. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang
dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

berasal dari aturan- aturan yang lebih umum

* Satjipto Raharjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 47.

“Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum :Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2005, hal. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum dan Penemuan
Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.5.




[image: image73.jpg]. Bertentangan dengan Peraturan Tidak Lebih Tinggi: Substansi Perda tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
hierarkinya lebih tinggi (misalnya UUD 1945, UU, PP, Perpres) atau

kepentingan umum.

Kaidah pembentukan Perda meliputi asas-asas pembentukan yang baik dan
tahapan prosedural. Asas dalam illmu hukum sangat penting apalagi dalam
pembentukan undang-undang atau turunannya seperti perda. Asas hukum adalah
aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya
melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa
Ingeris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", peraturan konkret seperti
undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula
dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas

oleh Dragan Milovanovic.®

Asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan
hukum, menjadi alasan untuk lahirnya suatu peraturan hukum dan merupakan
ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya
dengan melahirkan suatu peraturan hukum dan akan tetap ada dan melahirkan

peraturan selanjutnya.

*Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan
Judicialprudance, Kencana, Makasar, 2007, hal. 48
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[image: image22.jpg]c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Materi muatan suatu
Perda harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan.

d. Dapat dilaksanakan: Setiap Perda harus efektif berlaku di masyarakat, baik

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Perda dibuat karena benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

f. Kejelasan rumusan: Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan
peraturan  perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau

terminologi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan.

g. Keterbukaan: Proses pembentukan Perda, dari perencanaan hingga
pengundangan, bersifat transparan dan dapat diakses oleh seluruh

masyarakat.

Secorang sarjana Amerika Lon Luvis Fuller mengatakan sistem hukum

akan menciptakan aturan yang baik . dengan ketentuan® :

a.  Sistem hukum harus terdiri dari aturan-aturan standar, bukan keputusan

khusus yang terpisah-pisah. Ini penting untuk menilai apakah hukum

“Lon L. Fuller. (1963). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press,
sebagaimana dikutip oleh Muklis Al'anam, Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller,
HLA. Hart, dan Hans Kelsen, Jumal Timish Penelitian Law Journal, Fakulias Hukum
Dharmawangsa, Vol 5, No 2 (2025) DOI: https://doi.org/10.46576/1j.v5i2.6015.hal.150-151
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[image: image23.jpg]adat di Indonesia, sebagai hukum asli bangsa. dapat terwujud melalui
kodifikasi dan unifikasi hukum yang lebih cepat.

Aturan-aturan hukum harus diumumkan secara jelas agar masyarakat
mengetahu’i norma-norma yang berlaku dan dapat menggunakannya
sebagai panduan perilaku. Hal ini bertentangan dengan asas fiksi
hukum yang berlaku di Indonesia, di mana banyak aturan tidak
diumumkan dengan jelas.

Hukum tidak boleh bersifat retroaktif, karena aturan yang berlaku surut
dapat merusak integritas hukum yang ditujukan untuk masa depan.
Misalnya, pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahu_n 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia, yang mengizinkan pengadilan Ad Hoc mengadili
pelanggaran HAM sebelum UU tersebut diundangkan, melanggar asas
non-retroaktif.

Aturan harus disusun dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
Di Indonesia, terdapat masalah dengan bahasa hukum dalam undang-
undang, di mana beberapa pasal tidak dijelaskan dengan cukup baik,
schingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahami maknanya.
Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Acmad Ali.

Hukum tidak boleh mengandung aturan-aturan yang saling
bertentangan. Di Indonesia, sering terjadi kontradiksi antar undang-
undang, sehingga metode Omnibus Law yang sedang diterapkan

diharapkan dapat mengurangi masalah ini.
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[image: image24.jpg]f.  Aturan tidak boleh menuntut lebih dari yang dapat dipenuhi. Hak dan
kewajiban harus seimbang. Walaupun dalam praktik hukum Indonesia
lebih mengutamakan kewajiban untuk mencapai hak, pemenuhan hak
konstitusional masih belum optimal.

g. Frekuensi perubahan aturan harus diminimalisir untuk menjaga
konsistensi dan orientasi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan
K.C. Where, yang menganggap prosedur perubahan konstitusi harus
sesulit mungkin untuk menjaga konsistensi hukum. Di Indonesia, hal ini
tercermin dalam pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur

amandemen konstitusi.

Hal yang senada disampaikan oleh Bagir Manan bahwa untuk mewujudkan
suatu peraturan perundang-undangan yang baik  harus memiliki beberapa

unsur, “antara lain :
a. Perumusan sistematis, bahasa sederhana, dan baku

b. Sebagai kaidah, mampu mencapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-

tingginya baik dalam kewujudan, ketertiban maupun keadilan.

c. Sebagai gejala sosial merupakan perwujudan pandangan hidup, kesadaran
hukum dan rasa keadilan masyarakat, termasuk disini kemampuannya

sebagai faktor pendorong kemajuan dan perubahan masyarakat.

“Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind.Hill Co, Jakarta, 1980,
hal.17
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[image: image25.jpg]d. sebagai sub sistem hukum, harus mencerminkan satu rangkaian sistem

yang teratur dari keseluruhan sistem hukum yang ada.

b. Anatomi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun 2017 Tentang

Penempatan fenaga Kerja Lokal

Adapun anatomi Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun 2017

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dapat dilihat dalam tabel ini.

Landasan Pikir

Landasan yang dibuat
oleh pembuat perda dapat
dilihat dari pertimbangan

dan mengingat.

Terdiri dari 4 point

Batang Tubuh

Berisikan pasal-pasal
yang mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan
Penempatan
Kerja Lokal

Tenaga

Terdiri dari VII Bab dan

20 pasal

Bab I ketentuan Umum

Berupa ketentuan umum,

asas dan tujuan.

Terdiri dari 3 pasal

Bab II Perencanaan Berisikan tentang | Terdiri dari 2 pasal
Pelayanan  kerja  dan
informasi
ketenagakerjaan

Bab III Penempatan | Berisikan tentang | Terdiri 8 pasal

kerja

Pelayanan pencari kerja,
pendaftaran pencari
kerja, penempatan kerja
lokal,

tenaga  kerja
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[image: image26.jpg]berkemampuan  berbeda

dan balai latihan kerja.

Bab IV Pelatihan dan | Berisikan tentang | Terdiri dari 2 pasal
Pemagangan pelatihan dan

pemagangan
Bab V Monitoring dan | Berisikan tentang | Terdiri dari 2 pasal
Evaluasi monitoring dan evaluasi

Bab VI Sanksi dan | Berisikan pemberian | Terdiri dari 1 pasal
pelanggaran sanksi dan  prosedur

pemberian penghargaan.

Bab VIl  ketentuan | Berisikan ketentuan | Terdiri dari 1 pasal
penutup penutup

Berdasarkan substansi dan anatomi Perda Kabupa;ten Batubara No.5 DPRD
Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal secara formalistik dan
material dapat dikatakan telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam
pembentukan sebuah perda.

a.) Secara formalistik

Perda telah memenuhi syarat formalistik dimulai dengan rapat Propemperda
berkordinasi dengan instansi yang berkaitan. Secara singkat tahapan-tahapan
pembentukan perda telah dilalui yaitu :

a. perencanaan ;
b. penyusunan ;

c. pembahasan ;
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[image: image74.jpg]c. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang
disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-
sifat umum dengan segala keterbatasannya scbagai pembawaan yang umum

itu, tetapi yang'tidak boleh tidak harus ada.

d. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum
konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-

petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu
berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih
sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyalu‘an faktor riil dan idiil

hukum ini merupakan fungsi asas hukum.*'

Adapun Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan Perda harus didasari oleh.

a. Kejelasan tujuan: Setiap pembentukan Perda harus mempunyai tujuan

yang jelas.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Perda harus dibuat oleh
lembaga/pejabat yang berwenang (DPRD bersama

Gubernur/Bupati/Walikota).

! Ibid, hal.6
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[image: image27.jpg]pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan
harga diri tenaga keija serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan
merata, baik materil maupun spiritual;

b. bahwa dengan posisi geostrategis dan
geoekonomi Kabupaten Batu Bara yang sangat
potensial, telah menjadikan Kabupaten Batu
Bara sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan
berkembang untuk penopang perekonomian
nasional dan daerah yang mendorong iklim
berusaha dan bekerja;

c. bahwa di tengah perkembangan kegiatan
perekonomian yang ditandai dengan hadimya
sejumlah perusahaan, pada sisi yang lain masih
belum mampu menyerap semua angkatan keria
yang ada di daerah, yang jika tidak dikelola
akan dapat menimbulkan dampak negatif
berupa kesenjangan ekonomi dan
kecemburuan  sosial di antara pekeija,
perusahaan dan masyarakat pencari kerja di

daerah

Implementasi Perda Kabupaten Batubara No. 5 DPRD Tahun 2017 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja Lokal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian
dan Perdagangan sebagai yang Dinas yang utama atau leading sector —nya. Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Batubara bekerja berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2017
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[image: image28.jpg]yang fokus pada penempatan tenaga kerja lokal di bidang-bidang tertentu, agar

bisa mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Bidang-bidang tersebut antara lain pelatihan kerja, perumusan kebijakan
operasional dan }eknis terkait ketenagakerjaan, pengelolaan transmigrasi dan
penempatan pekerja, hubungan industrial, serta jaminan sosial bagi para pekerja.
Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam meningkatkan

kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Batubara. **

Bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai banyak

segi, dengan berbagai tugas yang harus dijalani. Diantaranya adalah:

a) Penyiapan tenaga kerja sejak usia muda yang dilakukan melalui lembaga

pendidikan;

b) Pemanfaatan sumber daya alam daerah (SDA) dengan melaksanakan

program pelatihan berbasis daerah;

¢) Kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DU-DI) melalui pemantauan

peluang yang ada;

d) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pencari kerja melalui

pelatihan vokasi yang difasilitasi oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

“Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Batubara, 2023, hal. 5
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[image: image29.jpg]e) Peningkatan keterampilan dan pemahaman calon pekerja melalui

pemagangan sehingga meningkatkan kemampuan kerja.

Kinerja Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun
2023 telah berha‘sil menciptakan peningkatan kesempatan kerja dengan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 72,94 % dari target 72,00 % dan artinya target
tercapai melebihi target yaitu 101,31%, termasuk didalamnya penempatan kerja
lokal.* Dengan anggaran senilai 1.820.030.099,- dan terealisasi 1.639.116.200,-
Khusus untuk penempatan kerja dianggarkan Rp. 132.350.000,- dan terealisasi

Rp. 131.394.00,-

E. Hambatan Implementasi Perda Kabupaten Batubara No. 5 DPRD Tahun

2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan upaya mengatasinya

Adapun hambatan Implementasi Perda Kabupaten Batubara No. 5 DPRD

Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal antara lain :

a) Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja,
hal ini ditandai dengan banyaknya lulusan sckolah yang tidak melanjutkan
ke jenjang universitas dan tidak seimbang dengan lowongan kerja yang
tersedia dan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru.

b) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang discbabkan rendahnya
tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan kesenjangan persediaan tenaga

“Ibid, hal. 27.




[image: image30.jpg]kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai. Data BPS
menyebutkan bahwa tahun 2022, Jumlah penduduk Batu Bara berusia 15
tahun keatas yang bekerja dengan status tidak/belum pernah sekolah,
tidak/belum’ tamat SD dan hanya tamat sampai SD sederajat, yakni sebanyak
81.539 orang dari 213.913 orang penduduk yang bekerja. Persentase

kelompok ini mencapai 38,12 %

c) Kualifikasi dan kompetensi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan

kebutuhan pasar kerja.

d) Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru
masih rendah. Sedangkan Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas

dibandingkan pertambahan angkatan kerja.

Sementara menurut Mangaraja Manurung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Batubara menghadapi berbagai kendala dalam mengantisipasi maraknya lapangan
kerja masyarakat. Diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang menghambat
pelaksanaan program-program penting, yang dapat mencakup pelatihan
keterampilan, promosi lowongan kerja, dan pengembangan sektor industri. Selain
itu, karyawan mereka mungkin kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk di luar wilayah

tersebut.*’

“"Mangaraja Manurung dkk, Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Meningkatkan
Kualitas Kemampuan Angkatan Kerja di Kabupaten Batubara, Prosiding Seminar Nasional
Multidisiplin Iimu Universitas Asahan, Volume 1, Desember 2023, hal. 197.
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[image: image75.jpg]d. penetapan ; dan

e. pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
f. Penyebarluasan.**

Secara material substansial Perda Kabupaten Batubara No.5 DPRD Tahun
2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal telah memenuhi syarat Filosofis ,

yuridis dan sosiologis, dapat dilihat dibawah ini :

Filosofis Terdapat didalam bab I berupa ketentuan umum,
asas dan tujuan.

Asas perda adalah Pancasila dan undang-undang
Negara kesatuan Republik Indonesia 1945.

Tujuan perda adalah

yuridis Perda ini tidak bertentangan dengan aturan yang
diatasnya dan tumpan tindih dengan ketentuan
disampingnya dengan ditetapkan oleh DPRD
Kabupaten Batubara di Lima Puluh tanggal 18
September 2017 dan diundangkan dalam lembaran
Daerah tanggal 19 September 2017.

Sosiologis Dapat dilihat dari pertimbangan, yaitu :

a. bahwa tenaga keria merupakan bagian dari
komponen bangsa yang menggerakkan
pembangunan perekonomian baik pada tingkat
nasional maupun daerah perlu dibina dan

dilindungi  keberadaannya dalam rangka

* Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacah Pasal 239-244
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A. Kesimpulan
Berdasarkan };apamn dengan hasil dan pembahasan yang berfokus
terhadap permasalahan yang telah ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa ketentuan Pembentukan Perda telah No.5 DPRD Tahun 2017 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja Lokal telah sesuai dengan prosedur penyusunan
Perda yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.

2. Bahwa Implementasi Perda No.5 DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan
Perdagangan scbagai yang Dinas yang utama atau leading sector —nya.
Fokusnya pada penempatan tenaga kerja lokal di bidang-bidang tertentu, agar
bisa mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Kinerja Dinas Tenaga kerja,
Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 telah berhasil menciptakan
peningkatan kesempatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja
sebesar 72,94 % dari target 72,00 % dan artinya target tercapai melebihi target
yaitu 101,31%, termasuk didalamnya penempatan kerja lokal.

3. Hambatan Implementasi Perda No.5 DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal
a. Pertumbuhan jumlah orang yang bekerja tidak seimbang dengan jumlah

pekerjaan yang ada. Banyak lulusan sekolah tidak melanjutkan ke perguruan
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[image: image76.jpg]Upaya Dinas Tenaga Kerja mengatasi hambatan implementasi Perda
Kabupaten Batubara No. 5 DPRD Tahun 2017 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
Lokal antara lain yaitu bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk
universitas dan Iembaga pelatihan, untuk menawarkan pelatihan dan inisiatif
peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat. Dengan meningkatkan
keahlian angkatan kerja regional, prospck mereka untuk mendapatkan pekerjaan

dapat lebih besar.**

* Ibid, hal 8.




[image: image77.jpg]tinggi, sehingga jumlah tenaga kerja meningkat lebih cepat dibandingkan

dengan kebutuhan lapangan kerja baru.

b. Kualitas tenaga kerja masih rendah karena tingkat pendidikan yang rendah,
sehingga terjadi. ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang tersedia dan
kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2022, dari 213.913
orang penduduk Batu Bara yang berusia 15 tahun ke atas dan bekerja,
sebanyak 81.539 orang tidak pernah sekolah, belum tamat SD, atau hanya
tamat SD sederajat. Persentase kelompok ini mencapai 38,12%.

c. Kualifikasi dan kemampuan pencari kerja belum sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan industri saat ini.

d. Motivasi dan semangat berwirausaha untuk menciptakan pekerjaan baru
masih rendah. Sementara itu, lapangan kerja di sektor formal masih terbatas,
sehingga kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dan pekerjaan yang
tersedia semakin lebar.

Sementara itu upaya Dinas Tenaga Kerja berusaha mengatasi kendala dalam
menerapkan Perda Kabupaten Batubara No. 5 Tahun 2017 tentang penempatan
tenaga kerja lokal. Upaya tersebut meliputi kerja sama dengan berbagai lembaga,
seperti universitas dan lembaga pelatihan, guna memberikan pelatihan serta
program peningkatan keterampilan kepada masyarakat setempat. Dengan
meningkatkan kemampuan tenaga kerja daerah, peluang mereka untuk

mendapatkan pekerjaan semakin besar.
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1.

Bahwa keterlibatan masyarakat yang lebih luas sangat penting dalam
pembentukan perda baik dalam tahap perencanaan, pembahasan dan

sosialiisasi untuk itu perlu difasilitasi oleh pihak eksekutif dan legislatif.

. Bahwa perda yang telah ada harus dievaluasi dan direvisi sesuai perkembangan

sosial dan politik dimasyarakat agar implementasi bisa tercapai.

. Bahwa apabila APBD mencukupi perlu dipikirkan restrukturisasi Dinas Tenaga

Kerja menjadi Dinas Kerja tersendiri, terlepas dari urusan perindustrian dan

perdagangan agar fokus dalam menangani masalah tenaga kerja.
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